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DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KETERANGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
ATAS PERMOHONAN UJI FORMIL

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANT! UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR 5 DAN 6/PUU-XXI/2023

Jakarta, 27 Maret 2023

Kepada Yang Mulia
Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 40/PIMP/11/2021-2022, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
menguasakan kepada Ketua dan Anggota Komisi lll DPR RI, yaitu Ir. Bambang
Wuryanto, MBA (No. Anggota A-184); Dr. Ir. H. Adies Kadir, S.H., M. Hum. (No.
Anggota A-313); Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (No. Anggota A-118); H. Ahmad
Sahroni, S.E. (No. Anggota A-363); Pangeran Khairul Saleh (No. Anggota A-514); H.
Arteria Dahlan, S.T., S.H.,, M.H. (No Anggota A-216); Supriansa, S.H., M.H. (No.
Anggota A-343); Dr. Habiburokhman, S.H., M.H. (No Anggota A-77); Taufik Basari,
S.H., S.Hum., LL.M. (No. Anggota A-359); N. M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H., M.Kn.
(No. Anggota A-52); Dr. Benny Kabur Harman, S.H. (No. Anggota A-565); H. Aboe
Bakar Al-Habsy, S.E. (No. Anggota A-454); Sarifuddin Sudding, S.H., M.H. (No.
Anggota A-515); dan Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M. (No. Anggota A-469); dalam
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hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas
nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut ----------
DPR RI.

Sehubungan dengan surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.
264.5/PUU/PAN.MK/PS/03/2023 dan No. 264.6/PUU/PAN.MK/PS/03/2023 tertanggal
14 Maret 2023 perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan
keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian
formil Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut Perppu 2/2022) terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun
1945) khususnya berkaitan dengan “persetujuan DPR Rl dalam masa sidang
berikut” sebagaimana berikut:

a. Perkara Nomor 5/PUU-XXI1/2023 yang diajukan oleh Dr. Hasrul Buamona, S.H.,
M.H. (Dosen Hukum Kesehatan), Siti Badriyah, S.H. (Pengurus Migrant Care),
Harseto Setyadi Rajah, S.H. (Konsultan Hukum), Jati Pujo Santoso (Wiraswasta),
Syaloom Mega G. Mattitaputty (Mahasiswa FH Unsahid, Ananda Luthfia
Rahmadhani (Mahasiswa FH Unsahid), Dr. Wendra Yunaidi, S.H., M.H. (Dosen),
Muhammad Saleh, S.H., M.H. (Dosen/Peneliti), Federasi Serikat Pekerja
Singaperbangsa (FSPS) yang diwakili oleh Abda Khair Mufti (Ketua Umum DPP
FSPS) dan Muhammad Hafidzh (Sekretaris Umum DPP FSPS) yang dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H. dan Zico Leonard
Djagardo Simanjuntak, S.H., M.H., Advokat dan konsultan hukum pada kantor VST

and Partners, Advocates and Legal Consultants, untuk selanjutnya disebut sebagai-

--------------------------- Para Pemohon Perkara 5.
b. Perkara Nomor 6/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh
Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili oleh Elly Rosita Silaban (Presiden Dewan
Eksekutif Nasional KSBSI) dan Dedi Hardianto (Sekretaris Jenderal Dewan
Eksekutif Nasional KSBSI) yang memberikan kuasa kepada Harris Manalu, S.H.,
dkk., advokat yang berkantor Lembaga Bantuan Hukum Konfederasi Serikat Buruh
Seluruh Indonesia (LBH KSBSI), untuk selanjutnya disebut
Para Pemohon Perkara 6.

selanjutnya secara bersama-sama disebut-----------------------—-—- Para Pemohon.
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Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian
formil Perppu 2/2022 terhadap UUD NRI Tahun 1945 khususnya berkaitan dengan
“persetujuan DPR RI dalam masa sidang berikut” dalam perkara Nomor 5 dan
6/PUU-XXI/2023 sebagai berikut:

. MEKANISME PEMBENTUKAN PERPPU 2/2022 YANG DIMOHONKAN
PENGUJIAN TERHADAP UUD NRI TAHUN 1945
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Dalam permohonan a quo, Para Pemohon mengajukan pengujian formil Perppu

2/2022:

Dalam Perkara Nomor 5/PUU-XX1/2023
Para Pemohon beranggapan bahwa Perppu 2/2022 bertentangan dengan
Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa pada
intinya Para Pemohon menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya
telah dirugikan akibat penerbitan Perppu 2/2022 karena Perppu a quo diterbitkan
dengan mengabaikan Putusan 91/PUU-XVIII/2020 dan telah merusak
pemahaman atas tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi pada ruang
akademik serta telah menimbulkan ketidakpastia‘n hukum yang berdampak baik
secara langsung ataupun potensial yang dalam penalaran wajar dapat dipastikan

akan terjadi. (vide Perbaikan Permohonan him. 14)

Bahwa Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Provisi Para Pemohon

2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841) ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan akhir

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841) tidak memenuhi ketentuan penetapan dan pengundangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berdasarkan Undang-
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 serta
Putusan MK No. 91/PUU-XVII1/2020;

. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, Putusan MK No. 138/PUU-VII/2009 serta Putusan MK No.
91/PUU-XVIII/2020;

. Menyatakan keberlakuan seluruh ketentuan norma dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573) Kembali sebagaimana amar putusan Mahkamah
Konstitusi No. 91/PUU-XVII/2020 vyakni berlaku secara inkonstitusional
bersyarat (Conditionally Unconstitutional) sampai diperbaiki selama 2 Tahun in
casu hingga 25 November 2023, dan apabila tidak diperbaiki hingga wakitu
yang telah ditentukan maka menjadi inkonstitusional secara permanen;

. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik

Indonesia sebagaimana mestinya.
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
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b. Dalam Perkara Nomor 6/PUU-XX1/2023

Para Pemohon Perkara 6 mendalilkkan bahwa memiliki hak dan/atau
kewenangan konstitusional Pemohon sangat dirugikan dalam proses
perencanaan, penyusunan dan pembahasan Perppu 2/2022 yaitu terabaikannya
hak memperjuangkan hak secara kolektif dan hak mengeluarkan pendapat untuk
berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik terhadap kebijakan
pemerintah sebagaimana dijamin dan dilindungi dalam Pasal 28C ayat (2) dan
Pasal 28E ayat (3).

Bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon menyampaikan petitum
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pengujian formil para Pemohon tersebut;

2. Menyatakan proses perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) tidak
memenuhi  ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan
berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Menyatakan penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;’

4. Menyatakan berlaku kembali pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4279) yang telah diubah dan dihapus oleh Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573) Juncto Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6841) terhitung sejak putusan diucapkan;




5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik
Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon

putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Il. KETERANGAN DPR
A. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON DALAM
PENGUJIAN SECARA FORMIL
Terhadap kedudukan hukum (legal standing) Para Pemohon dalam
pengujian Perppu 2/2022 secara formil dalam Perkara a quo, DPR RI
menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menilai
apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam
penguijian Perppu 2/2022.

B. KETERANGAN DPR RI TERHADAP PENGUJIAN FORMIL PERPPU 2/2022
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 mengatur
bahwa: |
Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945

(1) Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak
menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undangundang.

(2) Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut.

(3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus
dicabut.

Berdasarkan ketentuan tersebut, wewenang penetapan Perppu merupakan

hak yang dimiliki oleh Presiden. Pembentukan Perppu dimaksud dilakukan

dalam hal adanya kebutuhan ihwal kegentingan yang memaksa dan

pengaturan secara cepat dikarenakan apabila menggunakan mekanisme

pembentukan undang-undang akan memakan waktu yang cukup lama

sehingga berpotensi tidak memiliki dasar hukum untuk mengatasi

kegentingan yang memaksa tersebut.

2. Selanjutnya, apabila mencermati ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945, pengaturan tersebut mengharuskan bagi DPR RI untuk

6
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memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap
Perppu yang diajukan oleh Presiden pada masa persidangan berikut. Untuk
memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan mekanisme pemberian
persetujuan ataupun tidak memberikan persetujuan Perppu maka Pasal
22A UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan tata cara pembentukan
undang-undang diatur dengan undang-undang. Yang berketentuan sebagai
berikut:

‘Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-
undang diatur dengan undang-undang.”

Berdasarkan landasan yuridis tersebut maka dibentuk Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU -

Pembentukan PUU). Adapun pengaturan terkait dengan mekanisme
penetapan perppu menjadi undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 52
dan Pasal 71 ayat (1) UU Pembentukan PUU yang mengatur sebagai
berikut:

Pasal 52

(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke
DPR dalam persidangan yang berikut.

(2) Pengajuan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk
pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

(3) DPR  hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan
persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganfi Undang-
Undang.

(4) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat
persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah
Pengganti UndangUndang tersebut ditetapkan menjadi Undang-
Undang.

(5) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak
mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan
harus dinyatakan tidak berlaku.

(6) Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus
dicabut dan harus dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud
pada ayat (5), DPR atau Presiden mengajukan Rancangan
UndangUndang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang.
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(7) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
mengatur segala akibat hukum dari pencabutan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang.

(8) Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat paripurna yang
sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 71 ayat (1)

Pembahasan  Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang dilaksanakan melalui
mekanisme yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-
Undang.

Oleh karena pembahasan Perppu disamakan mekanismenya dengan
pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU), maka dipersamakan
dengan Pasal 50 UU Pembentukan PUU yang mengatur mengenai saat
waktu dimulainya pembahasan RUU, yang selengkapnya berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 50 .

(1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat
Presiden kepada pimpinan DPR.

(2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat
penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan
pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.

(3) DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.

(4) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR,
menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah
Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperiukan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 52 UU Pembentukan PUU maka Perppu
tersebut harus diajukan ke DPR RI dalam persidangan yang berikut, dalam
hal ini DPR RI hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan
persetujuan terhadap Perppu yang diajukan oleh Presiden. Selanjutnya
dalam Pasal 71 UU Pembentukan PUU pada intinya mengatur bahwa
terkait mekanisme pembahasan rancangan undang-undang tentang
penetapan Perppu tersebut dilakukan dengan mekanisme yang sama
dengan pembahasan rancangan undang-undang biasa maka perlu

mengacu pada ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 70 UU
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Pembentukan PUU yang pada intinya mengatur mengenai mekanisme
pembahasan tersebut melalui dua tingkat pembicaraan yang terdiri dari
Pembicaraan Tingkat | dan Pembicaraan Tingkat Il. Namun dikarenakan
pengaturan dalam Pasal 52 UU Pembentukan PUU hanya memberikan
ruang bagi DPR RI untuk menyetujui atau tidak menyetujui Perppu, maka
pembahasan atas RUU Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang hanya
berisi:

a. Perppu ditetapkan menjadi undang-undang dan melampirkan Perppu

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang; dan

b. Keberlakuan undang-undang dimulai pada tanggal diudangkan.

Konsekuensi selanjutnya, mengenai pembahasan RUU penetapan Perppu
ini maka DPR RI juga harus melaksanakan ketentuan Pasal 96 UU
Pembentukan PUU yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat
dalam setiap tahapan pembentukan undang-undang, hal ini juga
merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-
XVINI/2020 yang mengharuskan adanya partisipasi masyarakat yang
bermakna. Ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU dijelaskan sebagai
berikut:
Pasal 96

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis
dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara daring dan/atau luring.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang
perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau
mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan.

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik
dan/atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dapat diakses
dengan mudah oleh masyarakat.

(6) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pembentuk Peraturan Perundang-undangan menginformasikan kepada
masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk
Peraturan Perundang-undangan dapat melakukan kegiatan konsultasi
publik melalui:

a. rapat dengar pendapat umum,
b. kunjungan kerja;
c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau
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d. kegiatan konsultasi publik lainnya.

(7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan
pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

(8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dapat menjelaskan kepada
masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) diatur dalam Peraturan
DPR, Peraturan DPD, dan Peraturan Presiden.

Ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU memberikan kewajiban kepada
DPR RI untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan
undang-undang, melakukan kegiatan konsultasi publik melalui Rapat
Dengar Pendapat Umum, kunjungan kerja, seminar, lokakarya, diskusi
dan/atau kegiatan konsultasi publik lainnya, menjadikan hasil kegiatan
konsultasi publik sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan,
penyusunan, dan pembahasan RUU, dan DPR RI dapat menjelaskan
kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat
tersebut. Mengingat ketentuan Pasal 96 UU Pembentukan PUU tersebut
membutuhkan waktu, maka ketentuan mengenai Pasal 22 ayat (2) UUD
NRI Tahun 1945 yang mengharuskan DPR Rl menyetujui pada
persidangan berikutnya tidak dapat secara rigid diterapkan. Hal ini selaras
dengan concurring opinion Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Moch.
Mahfud MD dalam perkara Nomor 138/PUU-VII/2009 sebagai berikut:

"Namun akhir-akhir ini ada perkembangan penting dalam ketatanegaraan
kita sehingga saya ikut menyetujui agar Perpu dapat diuji
konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi terutama melalui titik tekan
dalam penafsiran konstitusi. Dalam kaitan antara perkembangan
ketatanegaraan dan pengujian Perpu ini saya melihat perlunya penafsiran
atas isi UUD 1945 tidak hanya bertumpu pada original intent, tafsir historik,
dan tafsir gramatik melainkan harus menekankan pada penafsiran sosiologis
dan teleologis. Perkembangan ketatanegaraan di lapangan yang menjadi
alasan bagi saya untuk menyetujui dilakukannya judicial review terhadap
Perpu oleh Mahkamah Konstitusi adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Akhir-akhir ini timbul perdebatan, apakah penilaian untuk memberi
persetujuan atau tidak atas Perpu oleh DPR dilakukan pada masa sidang
berikutnya persis pada masa sidang setelah Perpu itu dikeluarkan
ataukah pada masa sidang berikutnya dalam arti kapan saja DPR sempat
sehingga pembahasannya dapat diulur-ulur. Dalam kenyataannya Perpu
yang dimohonkan pengujian dalam perkara a quo baru dibahas oleh DPR
setelah melampaui masa sidang pertama sejak Perpu ini dikeluarkan.
Seperti diketahui Perpu a quo diundangkan pada tanggal 22 September
2009, sedangkan masa sidang DPR berikutnya (DPR baru, hasil Pemilu
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2009) adalah tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 4 Desember
2009, tetapi Perpu a quo tidak dibahas pada masa sidang pertama
tersebut. Kalau Perpu tidak dapat diuji oleh Mahkamah maka sangat
mungkin suatu saat ada Perpu yang dikeluarkan tetapi DPR tidak
membahasnya dengan cepat dan mengulur-ulur waktu dengan berbagai
alasan, padahal Perpu tersebut mengandung hal-hal yang bertentangan
dengan konstitusi. Oleh sebab itu menjadi beralasan, demi konstitusi,
Perpu harus dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi
agar segera ada kepastian dapat atau tidak dapat terus berlakunya
sebuah Perpu.

2. Timbul juga polemik tentang adanya Perpu yang dipersoalkan keabsahan
hukumnya karena tidak nyata-nyata disetujui dan tidak nyata-nyata ditolak
oleh DPR. Dalam kasus ini DPR hanya meminta agar Pemerintah segera
mengajukan RUU baru sebagai pengganti Perpu. Masalah mendasar
dalam kasus ini adalah bagaimana kedudukan hukum sebuah Perpu yang
tidak disetujui tetapi tidak ditolak secara nyata tersebut. Secara gramatik,
Jika memperhatikan bunyi Pasal 22 UUD 1945, sebuah Perpu yang tidak
secara tegas mendapat persetujuan dari DPR “mestinya” tidak dapat
dijadikan Undang-Undang atau tidak dapat diteruskan pemberlakuannya
sebagai Perpu, tetapi secara politis ada fakta yang berkembang sekarang
ini bahwa “kesemestian” tersebut masih dipersoalkan, sehingga sebuah
Perpu yang tidak disetujui oleh DPR (meski tidak ditolak secara nyata)
masih terus diberlakukan sampai dipersoalkan keabsahan hukumnya
karena dikaitkan dengan satu kasus. Dalam keadaan ini menjadi wajar
Jika Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap
Perpu.

3. Terkait dengan tidak disetujuinya sebuah Perpu oleh DPR ada juga
pertanyaan, sampai berapa lama atau kapan sebuah Perpu yang tidak
mendapat persetujuan DPR harus diganti dengan Undang-Undang
Pencabutan atau Undang-Undang Pengganti. Karena tidak ada kejelasan
batas atau titik waktu maka dalam pengalaman sekarang ini ada Perpu
yang tidak mendapat persetujuan DPR tetapi RUU penggantinya atau
pencabutannya baru diajukan setelah timbul kasus yang berkaitan
dengannya. Oleh sebab itu menjadi wajar pula, demi tegaknya konstitusi,
Mahkamah Konstitusi diberi kewenangan untuk melakukan pengujian
terhadap Perpu.

4. Dapat terjadi suatu saat Perpu dibuat secara sepihak oleh Presiden tetapi
secara politik DPR tidak dapat bersidang untuk membahasnya karena
situasi tertentu, baik karena keadaan yang sedang tidak normal maupun
karena sengaja dihambat dengan kekuatan politik tertentu agar DPR tidak
dapat bersidang. Bahkan dapat juga dalam keadaan seperti itu ada Perpu
yang melumpuhkan lembaga-lembaga negara tertentu secara sepihak
dengan alasan kegentingan yang memaksa sehingga ada Perpu yang
terus dipaksakan berlakunya sementara persidangan-persidangan DPR
tidak dapat diselenggarakan. Dengan memerhatikan kemungkinan itu
menjadi wajar apabila Mahkamah diberi kewenangan untuk melakukan
pengujian atas Perpu.”

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa praktik
penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi



undang-undang yang tidak dilakukan pada masa sidang berikutnya bukan
merupakan permasalahan konstitusional dan hal tersebut menjadi alasan
bagi Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas Perppu.
Terlebih DPR RI membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat memenuhi
partisipasi bermakna sebagaimana diatur dalam Pasal 96 UU Pembentukan
BLL.

Bahwa DPR RI menjelaskan kronologis pembahasan RUU Penetapan

Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang sebagai berikut:

a. Bahwa tertanggal tertanggal 9 Januari 2023 DPR RI telah menerima
Surat dari Presiden Rl Nomor: R-01/Pres/01/2023 perihal Rancangan
Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya,
berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU Pembentukan PUU, yang
memberikan jangka waktu 60 (enam puluh) hari untuk mulai membahas
sejak surat Presiden diterima, maka DPR RI melakukan serangkaian
kegiatan pembahasan Perppu 2/2022 dengan melakukan Rapat Kerja
antara Badan Legislasi DPR RI dengan Pemerintah dan DPD RI pada
tanggal 14-15 Februari 2023 lalu untuk melakukan pembahasan RUU
Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang.

b. Bahwa tertanggal 14 Februari 2023 melalui Surat Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia Nomor T/157/PW.01/02/2023 perihal
Penugasan untuk membahas RUU tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan setelah memperhatikan
pendapat Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang
sesuai dengan Pasal 54 Peraturan DPR Rl Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tata Tertib, Badan Legislasi DPR RI ditugaskan untuk melakukan rapat
konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah yang menyetujui
pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang.

c. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2023 menindaklanjuti surat tersebut
Badan Legislasi melakukan rapat pembahasan yang terdiri atas:

1) Rapat Kerja dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka
Pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-
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Undang dengan agenda Penjelasan Pemerintah atas Perppu

2/2022 dengan pokok-pokok sebagai berikut:

a)

b)

Dalam rangka putusan MK 91/PUU-XVIII/2020, telah dilakukan
pertama dengan persetujuan bersama, DPR RI telah
menetapkan Undang-Undang Nomor 13 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang telah
mengatur dan memuat metode omnibus sebagai landasan
hukum baku dalam penyusunan undang-undang dan telah
memperjelas partisipasi masyarakat yang bermakna dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan;

Membentuk Satgas Undang-Undang Cipta Kerja untuk
meningkatkan  partisipasi bermakna atau = meaningfull
participation yang mencakup tiga komponen yaitu hak untuk
didengarkan pendapatnya (right to be heard), hak untuk
dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered), dan hak
untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban (right to be
explained);

Penyelesaian penelitian, penelusuran, pengecekan kembali atas
kesalahan teknis penulisan dalam Undang-Undang Cipta Kerja
menyangkut huruf yang tidak lengkap, perujukkan pasal atau
ayat yang tidak tepat, salah ketik nomor urut, bab, bagian,
paragraf, pasal, ayat, atau butir yang bersifat tidak substansial.

2) Rapat Dengar Pendapat Umum dalam rangka Pembahasan RUU
Tentang Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang, RDPU
tersebut dilakukan dengan narasumber-narasumber dari unsur

akademisi

. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2023 dalam Rapat Kerja antara Badan
Legislasi DPR RI dengan Pemerintah pada pembicaraan tingkat |
tersebut, dihasilkan keputusan bahwa RUU Penetapan Perppu 2/2022
Menjadi Undang-Undang disetujui untuk dilanjutkan ke pembicaraan
tingkat I, yaitu dalam Rapat Paripurna DPR RI. Pengambilan

keputusan tersebut diambil setelah mendengar pendapat 9 (sembilan)
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fraksi di DPR RI, yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) fraksi yang
menyetujui dan 2 (dua) fraksi yang menolak.

.Bahwa mengingat masa persidangan Il Tahun Sidang 2022-2023

berakhir pada 16 Februari 2023 lalu, maka pembahasan pembicaraan
tingkat 1l, yaitu dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai RUU
Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang tersebut baru dapat
dilakukan pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Perlu
disampaikan agenda pembahasan pembicaraan tingkat Il, yaitu dalam
Rapat Paripurna DPR Rl mengenai RUU Penetapan Perppu 2/2022
Menjadi Undang-Undang dilakukan pada Masa Persidangan IV Tahun
Sidang 2022-2023 agar DPR RI dapat mendengar dan mencermati
masukan-masukan dari publik. Pada masa reses Badan Legislasi DPR
Rl akan menerima aspirasi masyarakat sehingga pembahasan
pembicaraan tingkat II, yaitu dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai
RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang segera
berjalan setelah pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2022-
2023.

. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2023 dilakukan pembukaan Masa

Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023, DPR RI menyetujui bahwa
pengambilan keputusan atas pembicaraan Tingkat Il RUU Penetapan
Perppu 2/2022 Menjadi Undang-Undang diagendakan pada tanggal 21
Maret 2023.

. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 dilakukan Rapat Paripurna dengan

salah satu agenda Pembicaraan Tingkat || RUU Penetapan Perppu
2/2022 Menjadi Undang-Undang. Dalam rapat tersebut tercatat terdapat
7 (tujuh) fraksi yang menyetujui dan 2 (dua) fraksi yang menolak untuk
menyetujui Perppu 2/2022 menjadi undang-undang. Selanjutnya
merupakan kewenangan Pemerintah untuk menindaklanjuti hasil
Pembicaraan Tingkat Il tersebut dengan mengesahkan dan
mengundangkan RUU Penetapan Perppu 2/2022 Menjadi Undang-

Undang untuk menjadi undang-undang.

. Bahwa DPR RI berpandangan dikarenakan pada tanggal 21 Maret 2023

Perppu 2/2022 sudah disetujui oleh DPR RI menjadi undang-undang,

maka sudah seharusnya permohonan a quo menjadi tidak relevan untuk
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dilanjutkan karena telah kehilangan objek pengujian dan seyogyanya
Mahkamah Konstitusi tidak melanjutkan permohonan pengujian a quo.

C. KETERANGAN TAMBAHAN

Bahwa sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan oleh Yang Mulia

Hakim Konstitusi berikut:
1. Yang Mulia Hakim Dr. Wahidudin Adams, S.H., MA.

Sebagaimana diketahui bahwa pada tahun 2022, terdapat 2 (dua) Perppu
yang diterbitkan oleh Pemerintah, yaitu Perppu No. 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Perppu 1/2022) dan Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Perppu  2/2022). Mengapa kedua Perppu tersebut tidak mendapat
persetujuan dalam masa sidang berikutnya (terdekat)? Apakah ada alasan
lain dari yang sudah dikemukakan sebelumnya? Karena selama ini dari
yang saya amati belum pernah terjadi bahwa nomor yang belakangan terbit
dalam penetapan perppu lebih didahulukan dari yang pertama diterbitkan.
Jawaban:

Bahwa hal ini terkait dengan mekanisme administrasi yang harus dilakukan
oleh DPR RI dalam pembahasan RUU penetapan Perppu menjadi undang-
undang maupun RUU lainnya. Terkait dengan pembahasan lebih awal
maupun lebih akhir dari kedua perppu tersebut, tidak terdapat suatu standar
lama cepatnya suatu pembahasan karena hal ini tergantung pada dinamika

yang terjadi di Alat Kelengkapan Dewan yang membahasnya.

. Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancasakti Foekh, S.H., M.H.

Persoalan konstitusionalitas mengenai dalam “persidangan berikut”. Dalam
praktiknya, belum ada keseragaman tentang masa persidangan berikutnya
sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945. Apa
karakteristik Perppu 2/2022 sehingga pada saat pembahasan Tingkat | di
DPR Perppu tidak selesai dibahas sehingga masuk pada masa sidang
berikutnya?

Jawaban:

Bahwa mengenai hal tersebut, sebagaimana kronologi yang telah DPR RI

sampaikan, DPR RI melakukan serangkaian kegiatan pembahasan Perppu
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2/2022 dengan melakukan Rapat Kerja antara Badan Legislasi DPR RI
dengan Pemerintah dan DPD RI pada tanggal 14-15 Februari 2023 lalu
untuk melakukan pembahasan RUU Penetapan Perppu 2/2022 menjadi
Undang-Undang. Pada dasarnya pembahasan tingkat | telah dilaksanakan
dan telah diselesaikan oleh Baleg.

Setelah RUU Penetapan Perppu 2/2022 disetujui untuk dilanjutkan
pembahasannya pada pembahasan tingkat Il dan mengingat masa
persidangan Il Tahun Sidang 2022-2023 juga akan berakhir pada 16
Februari 2023 lalu, maka pembahasan pembicaraan tingkat Il, yaitu dalam
Rapat Paripurna DPR Rl mengenai RUU Penetapan Perppu 2/2022
Menjadi Undang-Undang tersebut baru dapat dilakukan pada Masa
Persidangan IV Tahun Sidang 2022-2023. Disamping itu, berdasarkan
arahan Bamus, dalam pengambilan keputusan penetapan Perppu 2/2022
perlu dilakukan dengar aspirasi rakyat di dapil yang dilakukan oleh anggota
DPR RI pada masa reses nanti.

Bahwa Penetapan Perppu 2/2022 yang tidak dilakukan di masa sidang
berikutnya bukan permasalahan inkonstitusionalitas, mengingat
pengujian Perppu demikian juga pernah dipraktikkan pada Perppu
4/2009 tentang Perubahan Atas UU KPK menjadi undang-undang.
Namun pada permasalahan Perppu 2/2022 ini, terdapat mekanisme
administrasi yang juga harus dipenuhi. Hal ini telah diuraikan pada
keterangan yang disampaikan oleh DPR RI. Terlebih, DPR RI
membutuhkan waktu yang cukup untuk dapat memenuhi partisipasi
bermakna.

. Yang Mulia Hakim Dr. Wahidudin Adams, S.H., MA.

Mengapa DPR RI mendahulukan pembahasan atas Perppu 2/2022
dibandingkan Perppu 1/20227?

Jawaban:

Bahwa proses pembahasan dan persetujuan suatu Perppu di DPR
bergantung pada dinamika politik yang terjadi di Alat Kelengkapan Dewan
yang membahas. Hal ini berlaku pula bagi Perppu 2/2022 dimana
pembahasan Perppu 2/2022 dibahas lebih awal sedangkan Perppu 1/2022
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juga sudah diagendakan akan dibahas pada Masa Persidangan |V saat ini

oleh Alat Kelengkapan Dewan yang ditugaskan.

4. Yang Mulia Hakim Dr. Daniel Yusmic Pancasakti Foekh, S.H., M.H.
Apakah MK dapat menjadikan rapat paripurna sebagai dasar bahwa
perkara tersebut sudah kehilangan objek atau MK tetap menunggu hingga
diundangkan kembali?

Jawaban:

F’ada prinsipnya, ketika suatu Perppu telah disetujui dalam rapat paripurna
artinya para wakil rakyat di DPR sudah menyetujui Perppu tersebut untuk
ditetapkan menjadi undang-undang. Namun untuk memenuhi asas
publisitas dalam undang-undang maka Perppu yang telah disetujui tersebut
harus diundangkan dalam lembaran negara. Terkait apakah rapat paripurna
dapat dijadikan dasar suatu perkara pengujian perppu di Mahkamah
Konstitusi kehilangan obyek, hal ini merupakan kewenangan Mahkamah
untuk mempertimbangkan dan memutuskan hal tersebut. Namun ketika
perppu tersebut telah ditetapkan menjadi undang-undang dan diundangkan
sebuah undang-undang penetapannya tersebut, maka sudah pasti perkara
tersebut kehilangan obyek sehingga sudah sepatutnya Mahkamah menolak
perkara pengujian perppu tersebut karena telah kehilangan objek. Saat ini,
Perppu a quo telah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

lll. PETITUM DPRRI

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, DPR Rl memohon agar kiranya

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi memberikan amar putusan sebagai
berikut:

1.

Menyatakan bahwa Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal
standing) sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima

(niet ontvankelijk verklaard);

2. Menolak permohonan a quo dalam pengujian formil untuk seluruhnya;

3. Menerima keterangan DPR RI secara keseluruhan;
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4. Menyatakan bahwa proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841) telah memenuhi ketentuan
pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398:

. Menyatakan bahwa proses pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841) tidak bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki
kekuatan hukum mengikat;

. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia

sebagaimana mestinya.

Apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian keterangan tertulis dari DPR Rl disampaikan sebagai bahan

pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil
keputusan.
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